PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 44( TAIIUN 2019
TENTANG

PENDELEGASIAN KEWIENANGAN BUPATI BIDANG PERIZINAN KEPADA
KICPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

Mcnimbang

Mengingat

PINTU KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITUIBONDO,

bahwa guna terwujudnya pclayanan perizinan kepada
masyarakat yang ccpat, mudah, transparan, pasti,
scderhana, terjangkau, profesional dan berintegritas serta
schbagai pclaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Pcraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dacrah,
dipandang perlu menctapkan Peraturan Bupati Situbondo
tcntang  Pendclegasian  Kewcenangan  Bupati Bidang
Pcrizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pclayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo;

I.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Dacrah-Dacrah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
LLembaran Negara Rcepublik Indonesia Nomor 9 dan
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
41) schagaimana tclah diubah dengan Undang-Undang

r

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Ncgara Republik
Indoncsia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan

L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



3.

0.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 {cntang
Penanaman Modal  (Lembaran  Negara  Republik
Indoncsia  Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tcntang
Pclayanan  Publik  (Lembaran  Ncgara  Republik
Indoncsia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Nomor 5234) scbagaimana tclah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indoncesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lcmbaran Negara Republik

Indoncsia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcentang
Pemerintahan  Dacrah  (Lembaran Negara Rcepublik
Indonesia  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Ncgara Republik Indoncsia Nomor 5587)
schagaimana tclah beberapa  kali diubah  terakhir
dengan  Undang-Undang Nomor 9  Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 20106
Nomor 58, Tambahan Lembaran Ncegara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tcntlang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Ncgara
Republik  Indonesia  Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran  Negara Republik  Indoncesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang
Pecrubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan
Pemerintahan ~ Dacrah Kabupatcn Panarukan
(Lecmbaran Negara Rcepublik Indoncsia Tahun 1972
Nomor 38};

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pclaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pclayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indoncesia Nomor 5357);

J




Menctapkan

9.

10.

11.

12.

14.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pcrangkat Dacrah  (Lembaran Necgara Republik
Indoncsia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemcerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pclayanan Perizinan Berusaha Terintegrast  sccara
Illektronik  (Lembaran Negara Republik  Indoncsia
Tahun 2018 Nomor 90j;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyclenggaraan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu
(Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 221);

Peraturan Mcenteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016
tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
schagaimana tclah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

. Pcraturan Mecnteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun

2017 tentang Penyclenggaraan Pclayanan Terpadu
Satu Pintu Dacrah;

Peraturan Dacrah Kabupaten Situbondo Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan  Susunan
Pcrangkat Dacrah Kabupaten Situbondo (Lembaran
Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Situbondo

Nomor 6);

Peraturan Bupati Kabupaten Situbondo Nomor 56
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi scrta Tata Kerja Dinas
Pcnanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Situbondo.

MEMUTUSKAN:

PIERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN BUPATI BIDANG PERIZINAN  KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TIERPADU SATU PINTU KABUPATEN SITUBONDO.




BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pcraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

I.
2.

3.

0.

9.

10.

11.

Dacrah adalah Kabupaten Situbondo.

Pemerintah Dacrah  adalah  Pemerintah  Kabupaten
Situbondo.

Bupati adalah Bupati Situbondo.

Perangkat Dacrah adalah unsur pembantu Kepala Dacrah
dan Dewan Pcerwakilan Rakyat Dacrah dalam
penyclenggaraan  Urusan  Pemerintahan  yang menjadi
kewenangan Dacrah.

Pclayanan Terpadu Satu Pintu yang sclanjutnya disingkat
PTSP adalah pclayanan sccara terintegrasi dalam satu
kesatuan proscs dimulai dari tahap permohonan sampai
dengan tahap penyclesaian produk pelayanan melalui
satu pintu.

Pclaku  Usaha  adalah  perscorangan atau  non
pcrscorangan yang mclakukan usaha dan/atau kegiatan
pada bidang tertentu.

Dinas Pcnanaman Modal dan Peclayanan Terpadu Satu
Pintu yang sclanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas
Pecnanaman Modal dan Pclayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupatcen Situbondo.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pclayanan Terpadu
Satu Pintu yang sclanjutnya disingkat Kcpala DPMPTSP
adalah Kc¢pala Dinas Pcnanaman Modal dan Pclayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo.

Delegasi adalah  pclimpahan kewenangan dari Badan
dan/atau Pcjabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada
Badan dan/atau Pcjabat Pemerintahan yang lebih rendah
dcngan’ tanggung jawab dan tanggung gugat bcralih
scpenuhnya kepada penerima delegasi.

Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas
persctujuan  dari pemerintah  kepada  sescorang  atau
pclaku usaha/kegiatan tertentu scsuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pcrizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan
kepada Pelaku Usaha untuk mcemulai dan menjalankan
usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk
persctujuan yang dituangkan dalam bentuk
surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau

Y

Komitmen.




12.

14.

—

15.

16.

17.

18.

10.

S

Perizinan Berusaha Terintegrasi Sccara Elcktronik atau
Onlinc Single Submission yang sclanjutnya disingkat OSS
adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan olch Lembaga
0SS untuk dan atas nama mcnteri, pimpinan lembaga,
gubcrnur, atau bupati/wali kota kcpada Pclaku Usaha

meclalui sistem clcktronik yang terintegrasi.

.Izin adalah kecputusan Pcjabat  Pemcerintahan  yang

berwenang scbagai wujud persctujuan atas permohonan
Warga Masyarakat scsuai dengan ketentuan peraturan
pcrundang-undangan.

Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan olch Lembaga OSS
untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga,
gubernur, atau bupati/wali kota sctclah Pclaku Usaha
mclakukan Pendaftaran dan untuk memulal  usaha
dan/atau kegiatan  sampai  scbelum  pelaksanaan
komersial atau opcrasional dengan memenuhi persyaratan
dan/atau Komitmen.

Izin Komersial atau Operasional adalah  izin  yang
diterbitkan olch Lembaga OSS untuk dan atas nama
menteri, pimpinan lembaga, gubcernur, atau bupati/wali
kota sctclah Pclaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan
untuk meclakukan kegiatan komersial atau opcrasional
dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
Komitmen adalah pernyataan  Pclaku Usaha  untuk
memenuhi  persyaratan  Izin Usaha dan/atau  lzin
Komersial atau Opcrasional.

LLembaga Pcngelola dan  Penycelenggara OS5 yang
sclanjutnya discbut lLembaga OSS  adalah  lembaga
pemerintah non  kementerian  yang menyclenggarakan
urusan pemerintahan di bidang koordinasi pcnanaman
modal.

Dokumen Elcktronik adalah sctiap informasi clcktronik
yang dibuat, ditcruskan, dikirimkan, ditcrima, atau
disimpan dalam bentuk analog, digital, clektromagnetik,
optikal, atau scjcnisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan,
dan/atau didengar mclalui  komputer atau  sistem
clektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,
suara, gambar, pcta, rancangan, foto atau scjenisnya,
huruf, tanda, angka, kodc akscs, simbol atau perforasi
yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami olch
orang yang mampu mcmahaminya.

Tanda Tangan Elcktronik adalah tanda tangan yang terdiri
atas Informasi Elcktronik yang dilckatkan, terasosiasi
atau terkait dengan Informasi Elcktronik lainnya yang
digunakan scbagai alat verifikasi dan autentikasi.

!
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BAB 11
PENDELEGASIAN KEWIENANGAN

Pasal 2

(1) Dalam menyclenggarakan pelayanan Perizinan, Bupat
mendclegasikan kewenangan kepada Kepala DPMPTSP.
(2) Kewenangan yang didelegasikan Bupati kcepada Kepala

DPMPTSP meliputi :

a. kcwcenangan Perizinan  yang  menjadi urusarn
pcmerintah  dacrah  kabupaten  scsuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. kcwcnangan  Perizinan  yang  menjadi urusan
pemcerintah yang diberikan pelimpahan kewenangan
kcepada Bupati.

(3) Kewenangan Perizinan scbagaimana dimaksud pada ayat

(2) meliputi :

a. kcwenangan Perizinan Berusaha pada
1. scktor keagrariaan:

a) lzin Lokasi;
2. scktor pertanian:
a) Izin Usaha Tanaman Pangan,
b) Izin Usaha llortikultura;
¢) Izin Usaha Pcrkcbunan;
d) Izin Usaha Pcternakan;
¢) Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan,;
f) Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura;
g) Pcndaftaran Usaha Pcerkebunan;
h) Pendaftaran Usaha Pcternakan;
3. scktor lingkungan hidup dan kchutanan:
a) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan
dan Pemantauan Lingkungan tHidup (SPPL);
b) Izin Lingkungan;
¢) Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa;
d) Izin Opcrasional Pcngelolaan Limbah [3ahan
Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk
Penghasil;
¢) lzin Pembuangan Air Limbah (IPAL);
4. sckilor pckerjaan umum dan perumahan rakyat:
a) lIzin Usaha Jasa Konstruksi;
5. scktor kelautan dan perikanan:
a) Surat lzin Usaha Pcrikanan (SIUP);
b) Surat Izin Pcnangkapan lkan (SIPI);




0.

9.

10.

c) Surat Izin Kapal Pengangkut Tkan (SIKPI);

d) Tanda Daftar bagi Pcembudidaya lkan Kecil
(TDHPIK);

¢) Tanda Daftar Usaha  Pcngolahan  lasil
Perikanan (TDU-PHP);

scktor keschatan:

a) Izin Mcndirikan Rumah Sakit;

b) Izin Opcrasional Rumah Sakit;

¢) lIzin Opcrasional Klinik;

d) Izin Opcrasional Laboratorium Klinitk Umum
dan Khusus;

¢) Izin Apotck;

) Izin Toko Obat,

g) Izin Toko Alat Keschatan;

h) Izin Penyclenggaraan Pengendalian Vektor dan
Binatang Pembawa Penyakit;

i) Secrtifikat Produksi Pangan Industri Rumah
Tangga,;

j)  Scrtifikat Produksi Usaha Kccil dan Mikro Obat
Tradisional;

k) Secrtifikat Produksi Pcrusahaan Rumah Tangga
(PRT)  Alat  Kcschatan  dan Perbekalan
Keschatan Rumah Tangga (PKRT);

scktor perindustrian:

a) Izin Usaha Industri (1UI);

b) Izin Pcrluasan;

¢) lIzin Usaha Kawasan Industri;

d) 1Izin Pcrluasan Usaha Kawasan Industri;

scktor perdagangan:

a) Surat Izin Usaha Pcrdagangan (SIUP);

b) Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

¢) Tanda Daftar Gudang (TDG);

d) Surat Tanda Pendafltaran Waralaba (STPW);

scktor perhubungan:

a) lzin Pcnyclenggaraan Angkutan Orang;

b) Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;

¢) Persctujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas
(Andalalin);

scktor pariwisata:

a) Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);

.scktor pendidikan dan kebudayaan:

a) lzin Pendirian Program atau Satuan
Pendidikan;
b) Izin Penyclenggaraan  Satuan  Pendidikan

y

Nonformal;




b.

12. scktor ketenagakcerjaan:
a) lzin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja
Swasta (LPTKS);
b) Izin Lembaga Pclatihan Kerja (LLPK);
13. scktor perkoperasian dan usaha mikro, kecll,
menengah:
a) Izin Usaha Mikro dan Kccil (IUMK);
b) Izin Kopcrasi Simpan Pinjam;
¢) lIzin Pembukaan Kantor Cabang Kopcerasi
Simpan Pinjam;
d) Izin Pembukaan Kantor Cabang Pcmbantu
Kopcrasi Simpan Pinjam;
¢) lzin Pembukaan Kantor Kas Kopcrasi Simpan
Pinjam;
kewenangan Perizinan lainnya yang mchiputi :
1. Izin Prinsip Pecmanfaatan Ruang (IPPR);
2. lIzin Mcndirikan Bangunan (IM13);
3. lzin Mecndirikan Bangunan Mcnara
Telekomunikasi;
Izin Penyclenggaraan Reklamc;
5. lIzin Praktik Internsip;
6. lzin Praktik Dokter;
7. lzin Praktik Dokter Gigi;
8. Izin Praktik Dokter Spesialis;
9. lIzin Praktik Dokter Gigi Spesialis;
10. Izin Praktik Pcrawat;
11.1zin Praktik Bidan;
12. Izin Praktik Apotcker;
13. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
14. Izin Praktik Refraksionis Olptisicn;
15. Izin Praktik Fisiotcrapis;
16. Izin Praktik Optometris;
17. 1zin Praktik Tenaga Keschatan Tradisional;
18. Izin Praktik Pcnata Ancsicsi;
19. Izin Praktik Ortotis Prostctis;
20. Izin Praktik Tcrapis Gigi dan Mulut;
21. Izin Praktik Tcrapis Wicara;
22 Izin Praktik Okupasi Terapis;
23. 1zin Praktik Ahli Tcknologi Laboratorium Mcdik;
24 . lzin Praktik Elckiromedis;
25. Izin Praktik Akupuntur Terapis;
26. 1zin Praktik Tcnaga Gizi,
27.1zin Praktik Tcknisi Kardiovaskuler;
28. Izin Kcrja Fisiotcrapis;
29. Izin Kcrja Ortotis Prostetis;




30.
31.
32.
34.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.
44,
45.
46.
47.

48.
49.

o0.

ol.

2.

o3.
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Izin Kcrja Terapis Wicara;

Izin Kerja Tcknisi Gigi,

Izin Kerja Okupasi Terapis;

Izin Kerja Perckam Mecdis;

Izin Kcrja Radiografcr;

[zin Kerja Tenaga Gizi;

Izin Kerja Tenaga Sanitarian;

[zin Tukang Gigy;

Surat Terdaftar Pcnychat  Tradisional  (STPT)
limpiris;

Izin Pusat Keschatan Masyarakat (Puskesmas);

Izin Unit Transfusi Darah (UTD);

Izin Penyclenggaraan Optikal,

Izin Penyclenggaraan Griya Schat;

Izin Fasilitas Pclayanan Keschatan Tradisional,

Izin Usaha Dcpot Air Minum,;

Izin Salon Kccantikan;

[zin Praktik Dokter Hewan;

Izin Paramcdik Vcteriner Pclayanan Keschatan
Hewan;

[zin Paramecdik Veteriner Pelayanan Inseminator;
Izin Paramcdik Veteriner Pclayanan Pemeriksaan
Kebuntingan,;

Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Asisten Teknik
Retribusi;

Izin Usaha Vcteriner;

[zin Mendirikan Rumah Potong Hewan (RPH);

Izin  Usaha Pcmotongan  llewan  dan/atau

Penanganan Daging (Meat Cutling).

Pasal 3

(1) Pemohon Pcrizinan Berusaha terdiri atas:

(2)

a.

b.

Pelaku Usaha perscorangan; dan

Pelaku Usaha non perscorangan.

Pclaku Usaha perscorangan scbagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a merupakan orang pcrorangan penduduk

Indoncsia yang cakap untuk bertindak dan meclakukan

perbuatan hukum.

Pclaku Usaha non perscorangan scbagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a.
b.
C.

d.

pcrscroan terbatas;

pcerusahaan umum;

pcrusahaan umum dacrah;

badan hukum lainnya yang dimiliki olch negara;




(1)
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¢. badan layanan umum,

{. lembaga penylaran;

g. badan usaha yang didirikan olch yayasan;

h. kopcrasi;

1. persckutuan komanditer (commanditaire
vennootschap);

j.  persckutuan firma (venootschap onder firmaj; dan

k. persckutuan perdata.
Pasal 4

Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha
termasuk penerbitan dokumen  lain yang berkaitan
dengan Perizinan Berusaha yang diajukan olch Pemohon
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib
dilakukan meclalui Lembaga OSS.

Pclaksanaan kewcnangan pencrbitan Perizinan termasuk
pcnerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan
yang diajukan olch Pcmohon sclain  scbagaimana
dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dilakukan di luar OSS
scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
LLembaga OSS untuk dan atas Bupati menerbitkan
Perizinan Berusaha scbagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pcnerbitan  Perizinan  Berusaha olch  Lembaga  0OSS
schagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam
bentuk Dokumen  Elcktronik scsuat dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan
transaksi clektronik.

Dokumen Elcktronik scbagaimana dimaksud pada ayat (4)
discrtai dengan Tanda Tangan Llcktronik.

Dokumen Elektronik scbagaimana dimaksud pada ayat
(4), berlaku sah dan mengikat berdasarkan hukum scria
merupakan alat bukti yang sah scsuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan
transaksi clcktronik.

Dokumen Elcktronik schagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dicctak (print out).

Pasal 5

Berdasarkan  pendcelegasian kewenangan  scbagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pcnyclenggaraan pclayanan

Perizinan olch PTSP mcliputi :

a.
b.

penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;

penerbitan dokumen izin;




11

¢. penycrahan dokumen izin; dan

d. pencabutan dan pembatalan dokumen izin.
Pasal 6

DPMPTSP dalam menyclenggarakan pcelayanan  Perizinan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berkoordinasi dengan

pcrangkat dacrah terkait.
Pasal 7

(1) Dalam penyclenggaraan  pelayanan  Perizinan,  PTSP
bertanggung  jawab  sccara  administratif, scdangkan
tanggung jawab tcknis bcrada pada pcrangkat dacrah
terkait.

(2) Pengawasan dan cvaluasi sctelah  terbitnya  Perizinan
dilakukan dan mcnjadi tanggung jawab pcrangkat dacrah
terkait scsuai dengan ketentuan peraturan perundang

undangan.
Pasal 8

(1) Dalam rangka menunjang kclancaran pelaksanaan PTISP,
pada bidang yang menyclenggarakan pelayanan dibentuk
tim tcknis scsuai dengan kebutuhan.

(2) Tim tcknis scbagaimana dimaksud pada ayat (1) terdir
dari unsur :

a. Pcrangkat Dacrah yang membidangi perizinan;
b. Pecrangkat Dacrah tcknis.

(3) Tim Tcknis PTSP scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan
tcknis untuk memberikan rckomendasi Perizinan.,

(4) Penctapan Tim Tcknis scbagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Alas pendelegasian  kewcenangan  Perizinan  yang menjadi
urusan Pemerintah Dacrah scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, penerbitan izin dilaksanakan olch Kepala DPMPTSP
bertindak untuk dan atas nama Bupati.




BAL3 111
PELAPORAN

Pasal 10

Atas pendelegasian  kewenangan  perizinan  yang mcenjadi
urusan Pemerintah Dacrah schbagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, Kepala DPMPTSP melaporkan hasil pclaksanaan

tugasnya kcpada Bupati sccara berkala sctiap bulannya.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dokumen  perizinan  yang tclah  diterbitkan  scbelum
berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tctap berlaku

sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB YV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini :

a. Pcraturan Bupati Situbondo Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Pclimpahan Scbagian Wewcenang Bupati Bidang Perizinan
dan Nonpcrizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pclayanan Tcrpadu Satu Pintu;

b. Pengaturan tentang perizinan dalam :

1. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 39 Tahun 2016
tentang  Kedudukan, Susunan Organisast, Uraian
Tugas dan Fungsi, Scrta Tata Kerja Dinas Pendidikan
dan Kcbudayaan Kabupaten Situbondo;

2. Pcraturan Bupati Situbondo Nomor 40 Tahun 2016
tentang  Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi, Scrta Tata Kerja Dinas Keschatan
Kabupaten Situbondo;

3. Pecraturan Bupati Situbondo Nomor 41 Tahun 2016
tentang  Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian

Tugas dan Fungsi, Scrta Tata Kcrja Dinas Pckerjaan

b

Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Situbondo;
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4. Pcraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uralan
Tugas dan Fungsi, Scrta Tata Kerja Dinas Perumahan
dan Kawasan Pcrmukiman Kabupaten Situbondo;

5. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2016
tentang  Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi, Scrta Tata Kerja Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Situbondo;

6. Pcraturan Bupati Situbondo Nomor 46 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi, Scrta Tata Kcerja Dinas Tcnaga -
Kerja Kabupaten Situbondo;

7. Pcraturan Bupati Situbondo Nomor 53 Tahun 2016
tcntang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi, Scrta Tata Kerja Dinas
Perhubungan Kabupaten Situbondo.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
-Pasal 13

Peraturan Bupati  ini  mulai  berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar scliap orang dapalt mengetahuinya, memerintahkan
pcngundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Bcrita Dacrah Kabupaten Situbondo.

Ditctapkan di Situbondo

pada tanggal 1 9 DEC 2019

BUPATI SITUBONDO,

CT=>

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo

pada tanggal 1 9 DEC 2019

SEKRIETARIS DAERAT
KABUPATEN SITUBONDO,

SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2019 NOMOR 4&‘ w




